
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 33 TAHUN 2019
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT DATA DAN INFORMASI
 

PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan 
terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; 

b .	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Lampung tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan 
Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 
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7.	 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data; 

8 .	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN 
DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG. 

DAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. 

2.	 Pemerintab Provinsi adalah Pemerintab Provinsi Lampungo 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

5 .	 Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubemur Lampung. 

6.	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung. 

7.	 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan 
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Lampung. 

8.	 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan 
Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 
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9.	 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasa12 

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPTD Data dan Informasi 
Pembangunan Kelas A pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Lampung. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal3 

(1) UPI'D merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Pasa14 

(1)	 UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyebarluasan data dan 
informasi pembangunan yang akurat, muktahir, terpadu dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan 
informasi dan perpustakaan untuk menunjang pelaksanaan, evaluasi dan 
pengendalian pembangunan daerah. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 

a.	 penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, untuk 
mendukung pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan 
daerah di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan baik data 
statistik maupun data geospasia1; 

b.	 penyelenggara koordinasi, pengelolaan data dan informasi pembangunan 
serta penyebarluasan baik data statistik maupun data geospasial sesuai 
prinsif Satu Data Indonesia sebagai data perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pengendalian pembangunan ; 

c.	 penyelenggaraan pengelolaan bahan pustaka serta mengelola dan 
mengembangkan perpustakaan Bappeda untuk menunjang perencanaan 
pembangunan; 

d.	 penyelenggaraan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia; 
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e.	 penyelenggaraan tugas sebagai pembina data tingkat Provinsi; 

f.	 penyelenggaraan tugas sebagai wali data tingkat Provinsi; 

g.	 penyelenggaraan ketatusahaan UPTD; dan 

h .	 penyelenggaraan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyajian, 
penyebarluasan data dan informasi, sebagai sarana untuk mendukung 
perencanaan pembangunan. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Paragraf 1 

Susunan Organisasi 

Pasa15 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah, 
terdiri dari: 
a.	 Kepala; 

b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Data Geospasial; 
d.	 Seksi Data Statistik; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Bagian Kedua 

Uraian Tugas 

Paragraf 1 

Kepala UPTD 

Pasa16 

(1)	 Kepala UPTD mempunyai tugas mernimpin, mengkoordinasikan, 
mengevaluasi dan mengendalikan, serta menyusun program pelaksanaan 
tugas UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: 
a.	 penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan 
daerah di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan baik data 
statistik maupun data geospasial; 

b .	 penyelenggara koordinasi, pengelolaan data dan informasi pembangunan 
serta penyebarluasan baik data statistik maupun data geospasial sesuai 
prinsip Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pengendalian pembangunan; 

c.	 menyelenggarakan pengelolaan bahan pustaka serta mengelola dan 
mengembangkan perpustakaan Bappeda untuk menunjang perencanaan 
pembangunan; 

d .	 menyelenggarakan sekretariat Forum Satu Data Indonesia; 
e .	 menyelenggarakan tugas sebagai pembina Data tingkat Provinsi; 
f.	 menyelenggarakan tugas sebagai wali data tingkat Provinsi; 
g.	 penyelenggaraan ketatausahaan UPTD; dan 

h.	 menyelenggarakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam 
penyajian, penyebarluasan data dan informasi, sebagai sarana untuk 
mendukung perencanaan pembangunan. 

Paragraf2 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasa17 

(1)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi umum dan 
keuangan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tata usaha, 

kepegawaian, perlengkapan, administrasi umum dan keuangan UPTD; 
b .	 menyusun rencana program keria dan pengembangan UPTD; 
c.	 mengelola perpustakaan Bappeda, 
d.	 melaksanakan tugas sebagai sekretariat Satu Data Indonesia tingkat 

provmsi; 
e.	 mengkordinasikan Forum Satu Data Provinsi Lampung 
f.	 mengelola pusat data dan infonnasi pembangunan; 
g.	 menyajikan dan menyebarluaskan data; 
h.	 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; dan 

1.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf3 

Seksi Data Geospasial 

Pasa1S 

(1)	 Seksi Data Geospasial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengelolaan, penyebar1uasan data dan infonnasi pembangunan, koordinasi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan publikasi data geospasial. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Data Geospasial, adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan data geospasial; 
b.	 melakukan koordinasi dengan produsen data dalam proses perencanaan 

dan penentuan daftar data yang akan digunakan sebagai dasar dalam 
perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah; 
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c. memeriksa kesesuaian Data Geospasial yang disampaikan produsen 
Data Tingkat Daerah sesuai standar Satu Data Indonesia; 

d. melaksanakan kegiatan pengumpulan pengolahan, dan pengelolaan Data 
dan Informasi Geospasial beserta metadatanya; 

e. melakukan pembinaan kepada Produsen Data Geospasial tingkat 
daerah; 

f. mengintegrasikan informasi geospasial tematik dalarn perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; 

g. melakukan koordinasi dan kerja sarna dengan unit kerja terkait 
pengelolaan data geospasial; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf4 

Seksi Data Statistik 

Pasal9 

(1)	 Seksi Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengelolaan, penyebarluasan data dan infonnasi pembangunan, koordinasi, 
monitoring, evaluasi dan pe1aporan, dan publikasi data statistik. 

(2)	 Rincian tugas Data Statistik, mempunyai tugas: 
a.	 melakukan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Statistik 

dengan teknologi informasi; 
b.	 melakukan koordinasi antar lintas pelaku perigelola Data Statiatik; 
c.	 melaksanakan pengembangan sarana sistem informasi dan infrastruktur 

jaringan informatika Badan; 
d.	 melaksanakan pelayanan pengelolaan data perencanaan pembangunan; 
e.	 melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Data Statistik 

perencanaan; 
f.	 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam lingkup 

pengelolaan data a-spasial; 
g.	 meningkatkan pemanfaatan Data Statistik melalui dokumentasi dan 

publikasi; 
h.	 mempublikasikan hasil pengolahan Data Statistik untuk diketahui oleh 

masyarakat secara Iuas; dan 
1.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BABIV 

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

PasallO 

(1)	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon Illb 
atau jabatan administrator. 

(2)	 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

BABV 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Pasalll 

(1)	 Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan 
oleh Gubemur. 
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(2)	 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Funsional Umum 
(.JFU) pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari dan ke Jabatan Funsional 
Umum oleh Kepala Badan. 

DAB VI 

TATAKERJA 

Pasall2 

(1)	 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala 
Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar 
unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

(2)	 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD 
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan. 

(3)	 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD 
bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala 
terhadap pe1aksanaan tugas masing-masing. 

(4)	 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(5)	 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(6)	 Setiap melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. 

(7)	 Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan 
pengawasan me1ekat rvvASKAT). 

DAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal13 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 

DAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa1l4 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur im, maka Peraturan Gubernur 
Larnpung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja 
Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Lampung, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa1lS 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur mi diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Kepala Badan. 
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Pasa116 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

PARAF KOLl"""LI,NASI 
WAGUB 
SEKDA 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 2 E J u l i 2019 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ARINAL DJUNAIDI
 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 2 6 Jul i 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19641021 199003 1 004 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 3.3
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GUBERNUR LAMPUNG,
 

ARINAL DJUNAIDI
 


